
BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR I8 TAHUN 2OI2

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGAWASAN, PENGENDALI.AN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN HAK

DI KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P. 3O/ Menhut-Il / 2O 1 2 tentang Penatausahaan Hasil
Hutan Hak dalam rangka mendorong peningkatan
perekonomian dibidang kehutanan yang berbasis
kerakyatan pemerintah memberikan kesempatan seluas-
luasnya terhadap masyarakat pemilik hasil hutan hak
untuk melaksanakan penatausatraan hasil hutannya
sendiri;

bahwa berdasarkan kondisi wilayah l(abupaten Musi
Rawas yang sebagian besar mempakan I(awasan Hutan
Negara sehingga diperlukan penga\ilasan dan pengendalian
terhadap hasil hutan halc guna terciptarrya tertib
peredaran hasil hutan hak di wilayah l(abupaten Musi
Rawas;

batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, Petunjuk Teknis Pengawasan,
Pengendalian penatausahaan Hasil Hutan Hak di
Kabupaten Musi Rawas perlu diatur dengan Peraturan
Bupati Musi Rawas.

Undang-Undang Nomor 28 tatrun 1959 tentang
Pembenhrkan Daeratr Tingkat II dan Kotaprqia di
Sumatera Selatan (kmbaran Negara RI Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1982) ;

Undang-Undang Nomor 5 tatrun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Iembaran
Negara RI tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
se@aimana tel,ah diubah dengan Undang-undang Nomor
19 tahun 2OO4 tentang Penetapan Perahrran Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2OO4 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang(Lembaran
Negara RI Tatrun 2OO4 Nomor 69, tambahan kmbaran

Mengingat : 1.

Negara RI Nomor aaol);
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4. Undang-undang Nomor 32 Tatrun 2oo4 tentang
pemerintahan Daerah (pmbaran Negara RI Tatrun 2OO4

Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara RI Nomor 44371,

sebagaimana telatl diubatr beberapa kali teralrtrir dengart

undang-undang Nomor L2 Tatrun 2oo8 tentang
Penrbahal Kedua Atas Undagg-Undang Nomor 32 Tatturt
2OO4 tentang Pemerintahan Daeratr (kmbaran Negara RI

Tatrun 2OOt Nomor 59, Tambahan 6mbaran Negara RI

Nomor a84al;

Perahrran Pemerintatr Nomor 45 tahun 2OO4 tentang
Perlindungal Hutan (Lembaras Negara RI Tattqn 20/0,4

Nomor 1+7, Tambatran kmbaran Negara RI Nomor aa53);

6. Peratrrran Pemerintatr Nomor 3 tahun 2OO8 tentang Tata
Hutan dan Penyusrrnan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2OO8

Nomor 16, Tarnbatran kmbaran Negara RI Nomor 481a);

7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.26/Menhut-
1112006 tentang Hutan Hatr;

8. Perahrran Menteri Kehutanan RI Nomor P.S5/Menhut-
tu2oo6 jo P.63/Menhut-II/2@6 teralrtrir diubah dengan
Peratpran Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-lu 2OO9

tentang Penatausatraan Hasil Hutan yang Berasal dari
Hutan Negara;

g. Feraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.3s/Menhut-
lll2OOT tentang Hasil Hutan BLtkan Ihy,.;

1O. Perahrral Menteri Kehutanan RI Nomor P.16/Menhut-
LU2OO7 jo Perahrran Menteri Kehutanan Nomor:
f.+S7 Uentrut-fi I 2AO9 tentang Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri Primer Hasil Hutan l(aru;

ll.Perahrran Menteri Kehutanal RI Nomor P.l7/Menhut-
l\12w9 tentang Pengenaan sanksi terhadap Industri
Primer Hasil Hutan lhnr;

12. Perahrran Menteri Kehutanan RI Nomor P.S8/Menhut-
Ill2oc,8 tentang Kompetensi dan sertifrkasi Tenaga Teknis
Pengelolaan Hutan Pnoduksi Lestari;

l3.Peratgran Menteri Kehutalan RI Nomor P.l4/Menhut-
LU2OL1 tentang Izin Pemanfaatan l(al r;

14. Ferahrran Daerah Ikbupaten Musi Rawas Nomor 2
Tahun 2oo8 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daeratr Ihbupaten Musi Rawas;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEruNJUK
TEKNIS PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENATAUSAI{I\IU{
HASIL HI,.TTAN HAK DI I(ABUPATEN MUSI RAIIIAS

Menetapkan :
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peratrrran Bupati ini yang dimalcsud dengan :

1. I(abupaten addah Kabupaten Musi Rawas;

2. Pemerintatr Ifubupaten adalah Pemerintah l(abupaten
Musi Rawas;

3. Bupati adalah BuPati Musi Rawas;

4. Dinas Kehutanan adalatr Dinas Kehutanan l(abupaten
Musi Rawas;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan

I(abupaten Musi Rawas;

6. Hutan Hak adalatr Hutan yang berada pada tanah atau

lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah

diluar kawasan Hutan Negara, dibuktikan dengan alas

title berupa sertifikat Hak Milik, ktter c atau Girik, Hak

Guna Usatra, Hak Pakai atau Dokunen penguasaan atau
pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanatran

Nasiond;

7. Penatausatraan Hasil Hutan Hak adalah Kegiatan yang

meliputi tr)€manenan atau penebangan, pengukuran dan

penetapan jenis pengangtnrtan atau peredaran dan

pengumpulan, pengolahan dan pelaporan;

g. Hasil Hutan Hak adalatr Hasil hutan berupa kayu dan

bukan kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari
hasil budidaya diatas areal hutan hak atau lahan
masyarakat;

g. Ikyu olahan hutan hak atau kaytr olahan rakyat adalatt

Pnoduk hasil pengolahan kaytr bulat yang diolah dilokasi
tebangan dengan menggunalran alat gergaji mekanis dan

non mekanis;

10. SKAU adalah Dokumen anglRrtan yang merupakan surat
Keterangan yang menyatakan penguasaen kepemilikan,
dan sekaligus bukti legalitas penganglutan Hasil Hutan
Hak (Kayu Bulat atau l(ayr Olahan rakyaQ semua jenis

kayu yang ditetapkan dan Hasil Hutan Bukan Ihytt;

1 1. Nota Anglmtan addatr Dokumen angkutan yang

merupakan Surat Keterangan yang menyatakan
penguasaan kepemilikan, dan sekaligus buldi legditas
pengangtrutan Hasil Hutan Hak (Kayu Butat atau I(aSr
bf"fr"n rakyaQ sesuai dengan jenis kaytr yang ditetapkan
atau 7); /f

t
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12.Nota Anghltan Pengunaan Sendiri adalatr Dokgmen

a1g$atan semua jenis kayu hutan hdr unhrk keperluan

sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik

hasil hutan hak dengan ttrjuan se}ain izin usatra Industri
Primer Hasil Hutan I(a1ru, Industri Pengolahan Ihyu
Terpadu, Industri Pengolahan IhytU

13. Izin Usatra Industri Primer Hasil Hutan l(a5ru' yang

selanjutnya disingkat ILTIPHHK adalah bim untuk
menjohh kayu bulat atau kayu bulat sedang atau kaytt

bul,at kecil me4iadi sattr atau beberapa jenis prrcduk pada

satu lokasi tertenhr yang diberikan kepada satu
pemegang izin oleh Pejabat yang berwenang;

l4.Pendapatan Asli Daeratr adalatr Sumbangan pihak ke tiga

dari masyarakat pemilik pengguna hasil hutan hak yang

sukarela membantrr berpartisipasi dalam pembalrSlrnan

kehutanan;

BAB II
IATSI'ID I'AX TI'JUAT

Pasal 2

Pengendalian Fenatausahaan Hasil Hutan
dimatcsudkan dalam rangka mengawasi

mengendalikan kegiatan perdaran Hasil Hutart
linglrup Dinas Kehutanan.

Pengendalian penatausatraan Hasil Hutan
se@aimana dirqnl$ud ayat (u bertt{uall untuk :

a. Sebagai acuan penyelengaraan penatausatraan Hasil
Hutan Hah Linglup lhbupaten Musi Rawas

b. sebagai acuan guna mensinergikan hrgas pokok dan
fungpi satuan kerja Perangkat Dacrah dalam

menyelengarakan Femerintatran dengart

memperhatikan asPek PelaYanan.

c. SebagAi acuan guna meunrjudkan t€rtib peredarart

hasil hutan diwilayatr lfubupaten Musi Rawas

BAB TTI

PEMANFAATAT{ HASIL HI,'TAT'[ HAK

Pasal 3

Pemanfaatan atau pemlrngutan hasil hutan pada Hutan Hak

tidak diberikan izin penebangan atau pemungutart

(u.

(21

Hak
dart
Hak

3

+
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Pasal 4

(l) Pemanfaatan atau pemungutan H"*'l--I3ts" Hak yangL 
af<an diperjualbelikarl dan atau ttrjuan IUIPHHK dilakukan
pemeriksaan atau sgrvey lokasi oleh tim Dinas Kehutanart

(21 Pemanfaatan sebagalmana dimaksud ayat (1) gqtk
berlatnr untuk penggunaan sendiri, kepentingan sosial dan
fasilitas umum

(3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan
terhadap masyarakat dengan volume i 5OO M3 atau
ulasa b"ttal"r selama 6 bulan setelatr dilaktrkan
pemeriksaan atau surycy atau sesuai dengan rlencana
pemenuhan Batran Baku bag ILTIPHHK sesuai dengan
persehrjuan RPBBI

Pasal 5

(1) Pemanfaatan Hasil Hutan Hak pada areal kanrasan

Budidaya Non Kehutanan atau perubatran Kawasan Hutan
yang berasal dari Land clearing penggtmaan lahal melalui
permohonan izin pemanfaatan kaytr.

(21 Pemanfaatan pohon hlmbuh alami yang berasal dari
kawasan sebag3imana dimaksud ayat 1 (satu) dikenakart
PSDH DR sebelum terbitnya Surat Alas Titel.

Pasal 6

Setiap hasil hutan hak yang akan dianglart dari lokasi
tebangan atau tempat pengumpulan disekitar tebangart

kettrjuan, wajib dilengtrapi Nota Anglutan atau Nota Angkutan
peoggullaan sendiri atau SKAU, yang rgerupakan dohrmen
angkutan hasil hutan hak

BAB TV

DOKUMEN PENGGAT,IGKUTAN HASIL HLTTAN HAK

Pasal 7

Dokumen surat Keterangan AsaI Usul Hasil Hutan yang

berasal dari Hutan Hak beruPa :

a. Nota Angt<utan;

b. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri;

c. SKAU (surat keterangan asal usul)-

C
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Pasal 8

(l). Pengangkutan hasil hutan hak sebagaimana dimaksud ayat
(21 Pasal 4 menggunakan dokumen Nota Angkutan
Penggunaan Sendiri.

(21. Pengangkutan hasil hutan hak yang diperjualbefikan
dengan tujuan selain IUIPHHK wajib dilalrukan penandaan
penomoran bempa batang secara berumtan untuk semua
jenis dimulai angka 1 dan kode jenis kayu.

(3). Pengangkutan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari
hutan hak menggunakan SKAU

Pasal 9

Dokumen Nota Angkutan dan Nota Anglotan Penggunaan
Sendiri diterbitkan oleh Kepala Desa atau Luratr atau Jabatan
setara.

Pasal lO

(1). Dokumen SKAU disahkan oleh Petugas Kehutanan
berkualilikasi;

(21. Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (l) berhrjuan
IUIPHHK dimatikan oleh P3KB perusahaan;

(3). Datam rangka pengendalian, pengawasan penatausahaan
hasil hutan hak petugas ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan
surat keputtrsan.

Pasal 11

Pengadaan Blako Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)

sebagaimana dimaksud Pasal 7 diregistrasi dan difasilitasi oleh
Dinas Kehutanart

Pasal 12

Blanko Nota Angl$tan atau Blanko SKAU dibuat 6 (enam)
rangkap dengan pemnhrkan sebagai berikut :

Lembar ke-l : Menyertai hasil hutan hak yang diangkut dan
sekaligus arsip penerima.

Irmbar ke-2 : Unhrk Kepala Dinas Kehutanan.

kmbar ke-3 : Untuk Arsip Pemilik Hasil Hutan.

kmbar ke-4 : Untuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Selatan.

-6-
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I-mbar ke-S : Untuk Kepala Batai Pemantauan dan

Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah V

Palembang.

kmbar ke-6 : Untuk ArsiP Penerbit'

Pasal 13

pengetikan Dolmmen SKAU dan Nota Angkutan wajib

,.r"ttgg..ttakan mesin tik dan semua lembar dibubuhkan tanda

tangan basah Penerbit.

Pasal 14

Masa berlalnr SKAU atau Nota Angkutan atau Nota Angktrtan

pengguftran sendiri ditentukan sendiri oleh penerbit sesuai

dengan waktu temPuh normal

Pasal 15

Blanko SKAU dan Nota Angkutan dicetak kertas NCR 55 gram

warna putih dengan pemberian Nomor Seri menggpnakan Letter

Prees.

Pasal 16

(1) Nota Anglrutan sebagaimana dimaksud Pasal 7 hurlf a

Formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan BuPati ini;

(2) Nota Anglrutan Penggunaan Sendiri sebagarmana dimaksud
Pasal 7 huruf b Formatnya sebagaimana tercantum dalam

L^ampiran II Peraturan Bupati ini;

(3) Fornrat permohonan penerbitan SKAU sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;

(4) Format Daftar Kayu Bulat / thyu olahan (DKB/DKO)

sebagaimana tercantrrm dalam Lampiran [V Peraturan Bupati

ini;

(5) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) sebagaimana dimaksud

Pasd 7 foruratnya sebagaimana tercanhrm dalam lampiran V
Perahrran BuPati ini;

(Q Format Surat Anglmtan Pengganti (sAP) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini'

-7-
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(f). Setiap pemegang ITIIPHHK yang mernanfaatkan hasil hutan
hak wajib melalnrkan penanaman;

(2). Ketentuan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Kepuhrsan Kepala Dinas;

(3). Setiap Hasil Hutan Hak baik kayu dan non kayu dikenakan
sumbangan pihah ketiga sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Pasal 17

Ferahrran Bupati ini mulai berlalnr pada tansal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintafrkan
pengundangan Perahrran Bupati ini dengan
dalem Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Dttctrphrn dl
Dr& trntf,rl

: lubuk linggau
: , *ftAcr 2Ot2

Diundanglen di Lubuktinggau
PadaTanggal: 'a^"- 2Ol2

SEIRTfARIS DAERAII
rEf,I II'8I RAYAs,

EbtD8 Utrnr Xude
f,lp. 1967fil104 198tXrO I @5.

BEruAA DAERAE TABI'PA,IEil IUBI NAYIS ?AEUtr ,{0,I}rOION...!H...

o
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nfuif.cPcmilifo
Noffi
l.l@hilit
AlmiAEoIit
Tco0d[trf
Jabrl-48hil

- sei L.pcd[}r ditoi: SHlrlrG,ir*/Lrrct erlGfif* Hj ymg di&ti BPt{'

G ilIgPlfL/Er(B
L lgnaGAt{I9PlfL/EI(B :

a ,UruRcgfsEr :

3. ilotarnetutmileiln tC. i
{. lttaAnghltttldmffitu- : -t SernPe/caP :TBIIIIXI.I TK N-

5. Encrflaaan fisk IB
7. TandaTausn

:@. 3/d.Et

Car : - Kobn 3.Ebik dlt srim KB/KBSKBX/I yu ohh r*vgtsf hm b& Lrvu

. (dm 1 dfr tcod a-g-.ru,..&'. ro&roo a bcrr ylg dignfu (nah*ik rg tg)
- Kolm j d.b u 66ldo rarg1oo h6e, diid d unll uogttrn ar SI(AU & dfrcri mm'

I : PERATURAI'{ BLJPATI MUSI RAWAS

NOMOR : l0 TAHTJN 2012

TAI.IGGAL: torhoLcr 2012

ilOTA AilGTUTATI

TT,,JUAT{ PET{GANGKUTAN

NemeFeogior

ehepa:rire

M(l(lryu

Lsnbarf€: ....

LAMPIRAI{

Dcrs

Koome
KSr4dK6
Proviri

ASALHASIL HT'TAN

lsrtr lc-l
Larbar kF2
lsilr IF3
llfltr lG4
t.crltr kF5
t.enbar lci6

: AlsDmtna
: rcpabDhGrihpaEn/f6b
: Fenlttld ]iiat
: rac.LtxnaPlovnsl
: l(*laBaha
: ArdpEEtn

-l

\

l{o0ror J€rds tLdl Hutan Xmlah
(Bat ng/ncs.)

volundbeat
(m3.Iq.)

lctEraman

2 3 1 5

JUMTAH

BI.JPATI MUSI RAWAS
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LAMPIRAN II : PERATLJRAI.{ BLIPATI MUSI RAWAS
NOMOR : tO TAHLJN 2012
TAI{GGAL : t OV)C*Q1 2912

BIIPATI MUSI RAWAS

rOTA AIGAOTTT P![G@!IA'T gDf,DIRI

ATTL EIIE, ET'TAT TUJUANPEIIGGT'NAAN
(SEND{N / FAIIILITAS TJMUM')

NamaE:milft
DGae

TqiumhgUpm :

Aholhggrm: ................,........,.

Ifcamatan/ Kabupetra/ Kota: ............

ProYinri

Bukti Atraa lttcl

EA![,EltT'I]TIIOHITOI}T:

.r.fi t
&rhlhr3 t

Yclnrllrtd :

Rnilikfayu

@r,
l. Dohnrr ld flrL trdrh utrl frllrrfpu b m|E' EEr lllT d.! ttf
a Dohel hl ar;ld d$o.t b alld aopr trfrr

['



LAMPIRAN III : PERATURA}I BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : IE TAHUN 2OI2

TANIGGAL : I otc^s\.f 2012

Contoh formot permotanwn Wrarbiton SI(AU

Kepada yth. :

Pejabat Penerbit SKAU

Di - Tempat

Memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ..., pada Pasal "'
dinyatakan, bahwa pemilik hasil hutan hak, wajib mengajukan permohonan

penerbital dokumen SKAU. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami

sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Nama pemilik :..---........

2. Bukti identitas :KTP/

3. Bukti legalitas tanah : Sertifrkat ll*ter C/Girik

4. Telah melalnrkan penebangan hasil hutan bempa kayu milik sendiri yang

terdiri dari:
a. Jenis KaYu : .-..........

b. Jumlah Batang : --..-----..-

c. Volume : .-...---.-..

5. Akan diangkut/dijual dengan rincian sebagai berilmt :

a. Jenis Kayu :

b. Jumlah Batang : .....-..--....-. batang

c. Volume : .......-.-..---. m3

d. Trrjuan pengangkutan :

Apabila asal usul hasil hutan tersebut, ternyata tidak sesuai dengan asal

lokasi tebangan, maka isi dokumen SKAU menjadi tanggung jawab kami selaku
pemilik hasil hutan.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk menjadi batran pertimbangan.

, ....... ,20
Pemohon,

L

BT'PATI MUSI RAWAS



LAI\{PIRAI{ tV : PERATURA}'I BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : t0 TAHI',N 2012

TAhIGGAL : I otrloLcr 2012

NamaFetdliktlutan Hak
Atamat Femilik Hutan Hak

Nomor TelePon

I'AITTAIT tr,TYU BI'UTT'KI\YU OUTEAIT
(DrB/rlrol

Nomor : ..--.-....-..-.

Dese
Kecamatart

Crtrtm:- DlGdiguaeLurnfirtpcoCmffrutrntafubuLt'DKodirmrlanunUrLpcogralumleyuobho'
- Kobm 2 diid hultl. u!firL.dtir'n hqyu hfiL
-Koloo3diiduatrlt}oLta5nlbtrbtatruuntrrkjcnbloyuutircolrryudahrtr.
- I(olm 5 dill ulnrren bhr dan tcbaltburur uatut pcn!.rgrn$in trayu olahan'

- Lol6 6.r*- junt h lcpin&lburdcf/iLrt unart hyu olahan

Femilik Kayu
' ..."""""""""' 20 "'

Dibuat oleh :

Fenerbit SKAU

nr^ffi'<tll*i+i--



LAMPIRAN V: PERATURA}.I BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR Z O TAHT.JN2OI2

TANGGAL : { otr,tolcc/ 2012

t-

ly

PEMERINTAH KABUPATEIMqqI RAWAS--^DINASKFffi
KomPlek Perkantoran

rL rEMDA * turn;for*rn5glffiil;il 3166r rdp/Fu : 073$4!i{rl0alD

Nomor Urut :

SURAT KETERATTIGAN ASAL US-U_I-FTA!{I
(KHr,sUsurgrrtxperrcarrerwerrHAslLHUTAttlya1l66gxl5l11oARlHI,TAN}nK)

Betbluls|sne.........-...'..-...."' hari,dslitangEal !'d"""""""""'

De3t
tGcamatan
K.buP.bn, Kd3
Propitui

ASALHAS[.Ht fAl|

BrldilGPqnillon
Nornor
l{ame Pamllk
AEndPsritk

Ternpat Muat

TT'JUAT{ PETGAilqOTAX

ilffia Psnefiia
AEnatPenerina

Jenis alat angkut

cststan : - lGlorn 3 diii khusus untl( soltinentayu bulet/ kaw ol8lan lekYat 
1

- a,ro r"p".,.ir*,n oiu. srrrrlqrwr.rircl HGU/Hak PakaiyarB dbkuiBPN

Dahm hel KB den KBS dftirin kc IUIUPHHX/ lPKf/ TPT'

rcoisn nr u{O dlta obh GANISi+HPL / EIKB

1.
2.
3.
4.
5.

t{snaGANlgPHPt/PBI(B
ttlamr Rogi$r
SKAUdbfinaEl
SIGU dinafran$l
SE rPcl / c.P : TEljH DIMATII(AI'I'

6. P€lrertsean fisl( Ka : Sl -...""""""" 3/d """""""
7. TandaTetE6n :

Forrorb(

- lr.rbrke'l
- Lerhrk+2
- l-clrtarlqS
- t6rlbsrl(6.{
- Lerr$erb-s
- Lerterke6

: A"ipPerEina
: Kepab DinaslGbup.HlrKcta
: PemlikllarilHttbtt
: lGpdaDira3Ptophsa
: ltca*tlabi
: AripPenerbil

Lembar ke : ...



II.

DOKUMEN ASAL

l. NamE llokuncn Aral

a. I{mor Scri

b. TarSFl

c. NarDr hru.hrsl

d. Jcois Alat AatLut

c. Prorrioli

3 Volumc / Bcrat
DicriEA Obh
m/cv/t D.
P.da TarrSgEf : .'.'-.........

LAMPIRA}I VI : PERATURAN BI.JPATI MUSI RAWAS
NOMOR : l0 TAHUN 2012

TANGGAL : t Ohk!,|rl,( 2012
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